
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kot.a Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 
Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nornor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2043}; 

Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, maka 
perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang 
tentang Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung. 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 30 dan Pasal 113 
Perat.uran Daerah Kuta. Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bangunan Gedung perencanaan clan 
perancangan bangunan gedung harus dilalcukan clan 
dipertanggungjawabkan oleh para ahli, sesuai 
bidangnya yang telah mempunyai ijin bekerja dari 
Walikota Semarang; 

c. bahwa dalam rangka penyelengaraan pemberian ijin 
bekerja pelaku teknts bangunan gedung, · maka perlu 
adanya pengaturan sebagai pedoman pelaksanaan 
dalam bcnruk Peraturan Walikot.a; 

Menimbang ! a. bahwa setiap perencanaan dan pcrancangan 
bangunan gedung harus mernpcrtimbangkan segi 
kearnanari, keselamatan, kenyamanan bangurian dan 
lingkunga.n bail: dari segi arsitektur, konstruksi, 
instalasi clan perlcngkapan bangunan termasuk 
keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran serta mengikuti pedoman . standar teknis 
yang berlaku, agar dapat terjamin kcandalan tcknis 
bangunan gedung; 

WALIKOTA SEMARANG, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

IJIN BEKERJA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR l ~- TAH lJN JJJ \ "!, 

TENT ANO 

WAlJKOTA SEMARANG 

...... 



6. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lcmbaran Negara Republik 
Indrmexia Tahun 2002 Nomor 134, Tarnbahan 
Lembaran Ne~ara Rcpublik Indonesia Nomor 4247); 

7. Undang-Undang Nornor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebauaimaua telah diubah beberapa kali tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1?. 1'Hhun 2008 
tentang Perubahan Kcdua Ata.s Undang-Undang 
Nomor ~32 Tahun 2004 tentung Perncrirrtahari Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
[Lembaran NegarH Republik Indonesia. Tahun 1980 
Nomor 83, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor ~ I 8fi); 

9. Undang-Undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara 
Rcpublik Indonesia Nornor 4725); 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ten tang LR lu 
Lint.as dan Angkuu11 .Jalan [Lernburun Nt=J-",ant 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).; 

11. Undang-Undang Nornor JO Tahun 2009 tentang 
KetP.n~pjiJist.rikan (Lcrnbaran Negara Repub1ik 
Indonesia Tahun 2009 No111or 1 :):) , Tam bahan 
Lembaran Negara Republik lndonc~iA Nomor 5052); 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
[Lcmbaran Negura Republik Indonesia Tahun 2009 
Nornor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya (Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5168); 

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tcntang 
Rumah Susun (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1 gg5 Nomor 75, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3318); 

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang 
Penyandang Cacal (Lcmbaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3670); 

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tah.1.1.11. 1999 Nomor 54. -r,.mh,..h,,m 1i,:mh,.1rm1 Nq,,uru 
Rcpublik lndo.noa.ia. Nomor 393!'.l); 



14. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tcntang 
Pcrumahan dan Kawasan Perrnukiman (Lembaran 
Negar-a Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lcmbar'ari Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahtrn ?.011 fcrllang 
Pem hen n 1 knn Pera turan Pcrundang-U ndangan 
(Lernbaran Negara Republik Tndon~!'1iH Tn+u m 2011 
Numor 8~~) 'I'arnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor fi234); 

16. Peruturan Pcmcrintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotarnadya Daera . .h Tingkat TT Semnrnng 
(Lcmbaran NegHrn Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

17. Pcrat.uran Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tcntang 
Rumah Susrm [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3372); 

18. Pcraturan Pernerintah Nomor 50 Tahun 1992 tcntang 
Pembentukan Kecamatan di Wi1::iyah Kabupaten­ 
kabupaten Dacrah Tingkat 1J Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, .Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Semarang dalam W ilayah Propinsi DHerah Tingkat I 
.Iawa Tengah [Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nornor 89); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tah1.m 1 qg3 tentang 
Praaararia chm Lalo Lintas Jalan (Lembaran N~gar·ri 
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 .Tarnbahan 
Lerribarari Negara Republik Indonesia Nomor 3529); 

20. Peraturan Pcrncrintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 
Usaha dan Pernn Masyarakat Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 63, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nornor 3955); 

?l. P~rHL11rHn Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tcntang 
Penyclenggaraan .Jasa Konstruksi [Lernbaran N~gHrH 
Republik Indonesia TR hun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956); 

22. Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2000 lt'.n'1n1g 
Pcnyelengguruun Pcrubiuaan .Jasa Konstruksi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?.000 
Nomor 65, Tambahan Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3957); 

21. Peraruran Pemerintah Nomur 36 Tahun 2005 tentang 
Perat.uran Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bungunan Gerhrng (Lernbaran 
Negaru Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpuhlik Indonesia 
Nomor 4532); 

.... 



5. Bangunan Gedung adalah wujud fiaik haail pekerjaan konstruksi 
yang menyatu dengan ternpat kedudukarmya, sebagian atau 
seluruhnya bcrada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/ atau Hir, 
yang berfungsi scbagai ternpat rm.musiu melakukan kegiatannya, 
baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagarnaarr, 
kegiatan usaha, kegiatan sns11-:il, budaya, maupun kegiatan khusus. 

6. Perencana a tau Perancang Bangunan ada lah seseorang atuu badan 
yang ahli dalam bidang arsitektur yang memiliki ijin bekerja. 

7. Perencana slruktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam 
bidang atrukrur /konstruksi bangunan yang memiliki ijin bckcrja. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pnso.l l 

Dalam 1-'eraturan Walikota ini yang dirnakxud uGn~an ~ 
1. Dacrah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan dacrah. 
3. Wn.Jilmt.u mfaluh Walikota Semarang. 
4. Oin;"Js Tata Kota dan Perumahan yarie ~d;'injutny~ disebut Dinaa 

ad;:u;:ih Diu~~ T~jH J<ujtt dm I Pr.1 um~han lfr,ta tk . .1uarai'1~. 

P~~R/\TU RAN WALlKOTA TENTANG IJIN BEKlU~.JA 
PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG. 

Mcnctapkan 

24. Peraturan Pernerintah Nomor 38 'I'ah'uri 2007 tcntang 
Pembagian Urusan Pcmerintahan antara Pernerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pcrncrintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpubllk l11r..lu11t"~it1. Nu111Vl 4 737L 

25. Pcrat.uran Pn·~id~n No,)"lot· 1 Tri hnn 'J.00'/ tti:ntnne 
Pengeeahan, Pengundangan d::-tr1 Pertyt.:LnuluM:-1HJ1 
Peraturan Perundang-undangan; 

26. Pcraturan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Semurung Nomor 2 Tahun 1994 ten tang 
Penanggulangun Buhuyu kebakaran Dalam Wilayah 
Kotamadya Dacrah 'Tingkat 11 Semarang (l..ernbo.ro.n 
Dacrah Kotamadya Daeruh Tingkal II Semarang 
Nomor 5 Tahun 1994 Seri C Nomor l); 

27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bangunan Gedung [Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor IO; Tambahan 
Lembarari Daerah Kota Semarang Nomor 35); 

28. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
?.011 tcntang Rencana Tatu Ruang Wih-1yali Kutk.l 
Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lcmbaran Daerah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 14~ Tambahan 
Lembaran Dacrah Kota Semarang Nomor 61 J; 

MEMUTUSKAN : 



BAB III 
lJlN BEKRR,JA PELAKU TEKNIS BANGUNAN GEDUNG 

Pasa14 
(1) Setiap kcgiatan penyelenggaraan bangunan gedung yang 

meliputi pekerjaan perencanaan, pengawasan pelaksanaan, dan 
pengkajian teknis bangunan harus dilakukan dan 
dipertanggungjawabkan oleh tenaga ahli yang memiliki TPTR dari 
Walikota, 

TPTR bertujuan untuk : 
a. rnewujudkan kepaatian hukum penyelenggaraan bangunan ~cdung; 

dan 
b. mewujudkun terciptanya. percncanaan dsm p~ngHwH~Hn .YHrl~ 

bertanggung jawab dalam penyelenggaraan bangurtan gedung. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 
Maksud dibcrlakukanrrya JP1'R adalah unluk rnenjarnin tcrwujudnya 
penyelenggaraan bangrman e~rhmg ynng fungsional dan acsuai dcngan 
tata bangunan yang scrasi dan selaras dengan lingkungannya, aorta 
mcnjamin keandalan teknis bangunan dari scgi keaelarnata n, kesehatan, 
kcnyamanan dan kemudahan. 

8. Perencana instalaai dan perlengkapan bangunan adalah seseorang 
atau badan yang ahli dalarn bidang instalasi dan pcrlcngkapan 
hs-mgunan yang mcmiliki ijin bekerja. 

9. Pengawas adalah aeseorang atau badan yang bcrtugas mengawnsi 
pclaksanaan pekerjaan mcmbangun atas petrunjuknn pemilik 
ban~nan sesuai ketentuan ijin y:.·wg hr.r1Rk1l ~~rt.A merniliki ijin 
heke(j.8. 

10. fain Bekerja Pelaku Tekrris Bangurran Gedung yung sehmjutriya 
disingkat IPTB ncfalah izin yang diberikan kcpada orang 
perseorangan yang mer,j..tl.-inkan praktek merencanakan bangunan 
gcdung setelah memenuhi porayaratan sesuai keteritunn yartg 
berlaku untuk mclakukan peranc.)ngan di bidang arsitekrur 
bangunan gedung, struktur/konstruksi lumgunan gedung, instalasi 
dan perlengkapan bH ngunan gedung dun elektrikal bangunan 
gcdung. 

11. Asoaiasi Profesi adalah salu atau lebih wadah organisasi dan atau 
himpunan orang perseorangan terampil dan atau ahli alas dasar 
daaar kesamaan diaiplin keilnruan dan atrru profesi di bidang 
konstrukai atau yang bcrkaitan dcngan jasa konstruksi. 

12. Tim Ahli Bungunan Gedung adalah (1m y.-1r1g lr.rdiri dari para ahli 
yang tcrkait dengan penyelcnggaraan bangurian gedung untuk 
mem herikan pertimbangan Iekrris da1am proses penelitian dokumen 
rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga unluk 
memberikan masukan dalarn penyelesaian masalah penyelenggaraan 
bangunan gedung tertentu yang susunan anggoranya ditunjuk 
seca.ra. kasus per kasus discsuaikan dcngan kompleksitus lmngunan 
p;cdung tertentu tersebut. 

Pasal 3 



Pasal 10 
(1) IPTB Perencanaan merupakan sabrh s..:1tu persyaratan yang harus 

dilampirkan dalam permohonan IMB. 

(2) Bangunan yang dipersyaratkan untuk direncanakan oleh percncana 
yang memiliki IPTB adalah bangunan satu lantai dengan luas lebih 
dari 100 m2 [seratus meter pcrscgi) danj atau bangunan sarnpai 
dengan 3 (tiga) lantai. 

Pasal 9 
(1) IPTB dengan klneifikaai tingkat pratama diiiinkan untuk kegiatan 

penyelenggaraan bangunan gcdung samoai dcngan 'J lantai. 
(2) TPTB dengan klasifikasi tingkat madya diijinkan untuk kegis-J tJ.m 

penyelcnggaraan bsnguna.n gedung sarnpai dengan 4 lantai. 
(3) I.PTO dengan klasifikasi tingk1:d ulumu diijinknri untuk semua 

kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung, 

Pasal 8 
(l) IPTB bidang kcahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibagi 

dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berilcut : 

a. tingka t pratama; 

b. tingkat madya; chrn 

c. tingkat utama. 

(2) Klasifikasi IPTB sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan rckorncndasi dari J\~0.$189i Profesi, 

Pasal 7 

I PT'13 sebagaimana dirnaksud dulum Pasal 4 meliputi bidang keahlian : 
a , pcrcncana tapak ( site! plan) dan lansckap; 

b. arsitektur bangunan; 

c. sipil / struktur bangunan: 
d. instalasi dan perlengkapan bangunan; dan 

c. geologi tata lingkunRatL 

IPTB scbagaimana d irnu k s ud dalam Pasal 4 ~1yn.f (1) dibcrikan 
secara tcrpiaah kepadn peren1.ana, pengawas pe lakaanaari, dun 
pengkaji t.e'k n i s hangunan yang mernenuhi persyaratan seHuHi dengan 
bidang pekerjaan dan bidang keahliannya. 

Pasal 5 
Bctiap kegiatan perencanaan > pengaw£tst1n pelaksanaan, pcngkajian 
tcknis bangunun gP.rh1np; sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4 ayat 
( 1) harus dilaksanakan oleh pcrc noana bangunan gedung yang 
memiliki keah 1ia.n sesuai bidang keahliannya. 

(2) IPTB sebagairnana dimaksud pada ayal (1) diberikan kepada tcnaga 
ahli yang menguasai bidang pekerjaan dun keahli.m> ~r.rta menguaaai 
ketentuan tcnrang penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah. 

Passal 6 



Bagiun Ketrga 
Perpanjangan 

Pasal 13 
(1) Pcnnohonan pengajun.n perpanjangan IPfB disarnpaikan kepada 

Kepala Dinas. 
(2) Persyaratan yang hi-iruK dipcrruhi untuk pcrmohonan perpanjnngan 

IPTB terdiri atas : 

a. formulir permohonan pengajuan perpanjangan; 

b. fotokopi kartu tanda pcnduduk; 
c. I PTR a~li pcriodc sebclumnya; 

d. fotokopi kartu tanda anggota Asosiasi profcsi, dcngan menunjukan 
kartu tanda anggota asli; dan 

e. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar. 
(3) Permohonan pcngaj uan perpanjangan ll'TH hanya dapat diajukan 

oleh pernegang ijin dengan menyerahkan IPTB y;,mg H~li. 

Bagian Kedua 
Masa Berlaku 

PasHI l'.'2 

(1) IPTB bcrlaku sclama 3 (tigo.) tahun sejak tanggal ditetapkan dan 
dapat diperpanjang atas pcrmohonan perm~gang ijin. 

(2) Pt:1 ruohonun perpanjangan IPTB diajukan paling lumbnt 3 [tiga) 
bulan sebelum hsrbis m..1~..1 berla kunya. 

(3) Permohonan perp;.\_nj:;ingan JPfB yang telah habis rnasa berlakunya 
lebih dari 3 [tiga] lnJl;;tn, dinyat.akan sebagai pengajuan baru. 

(1) Pcrruohonan pengujuan untuk rnendupul.kun u-ra ditujukan 
kepada Walikota rnelului Kepala Dinas. 

(2) Pcrsyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan IPTB terdiri 
atas: 
n. formulir permohonan pengajuan; 

b. Iotokopl knrru tanda periduduk; 
o. rekomenda.si dari asosiasi pr(>ft'.si; ch-u, 

d. pas foto berwarna.ukuran 4 x 6 scbanyak 2 lernbar. 

DAD IV 
1-'~NGAJUAN, MASA BERLAKU, JJ~l-l1-'J\NJANGAN 

DAN KENAIKAN TINGKAT 

(3) Untuk bangunan lcbih dHri 3 (ti~u) lnrttn i, bangunan urnum, dsm 
bangunan tertentu harus dilakukan oleh perencana y;,mg memiliki 
TPTR ynng bekerja pada penycdia jaaa yang berbadan hukum y:-mg 
telah rnendapat kuallflkasi sesuai dengan per;1lun:111 pcrundangan 
undangan, 

Bagian Ke s a t.u 
Pengajuan 
Pasal 11 



Pasal 16 
(1) Tenaga ahli warga negara asing yang telah memcnuhi persyaratan 

aebagaimana dirnaksud dalam Pasal 15 dapat diberikan IPTB. 
(2) Masa berlaku 11-vl'H dari tcnaga ahli wargn riegara asing paling lama :-1 

(tiga) tahun. 
(3) IPfR sebagaimana dimaksud pada ayal (1) rlapat diperpanjang sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

(1) Tenaga ahli wargn negara asing yang akan melakukan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurus bekerja dalarn 
perueahaan berhenf uk hadan hukum Nasional utau perusahaan 
Induk di Iuur negcri _y:·mg mcmpunyai cabang yang berkcdudukan di 
Indonesia dcngan mernatuhi segala ketentuan hukum dan teknis 
yang berlaku. 

(2) Pcrsyaratan yang harus dipenuhi bagi tenaga ahli warga negara asing 
untuk mernperoleh TPTB terdiri atas : 
a. formulir pP-ngnjuun; 

b. totokopi idtmt.it."1~; 

c. fotokopi bukti keariggotaan asosiasi profesi di nega ra asalnya; 
d. fotokopi izin bckcrju dari negara asalnya; 

c. rckomcndasi duri uNur:-.iasi profcsi: 
f. rekomendasi izirt \Jt:kt:1ja d.i Indonesia; 

g. surat kctcrangan duri perusahaan tempat bt:kcrja; tlat1 

h p.:-1~ fi1tn berwarrra trkuran 4 x 6 sebanvak 2 lcmbar 

Bagian Keempat 
Kenwk.:u"J. Tln~ltCl.t 

Pasal 14 
(1) Knmikm1 tingkat IPTB dapat diberikan apabila persyaratan untuk 

rnemperoleh Urigkat golongan IPTB yang lebih tinggi dipenuhi. 
(2) Persyaratan yang harus dipcnuhi untuk memperoleh kerraikun 

tingkat IPTR lerdiri ala8: 

a.. formulir pengaj 1.-1~m; 
b. fotokopi kartu tanda penduduk; 
c. rekomendasi dari asosiasi profesi; 
d. IPTB golongan sebclurnnva; dan 

e, pas Ioto berwarna ukuran 4 x 6 seh1-myc1k 2 lembar. 

BAB V 
TENAGA AHLI WARGA NEGARA ASING 

Pasal lJ 

(4) Permohonan pengajuan perpanjangan IPfB hanya dapat diwakilkan 
apabila dilcngkapi dengan Surat k.uasa bermeterui dengan 
menvcrahkan 1¥fH yang asl;. 



BAB VU 
PEMBINAAN DAN PRNGAWASAN 

Pasal 21 
(l) Pemhinaan terhadap pemegarig [PTB dllakukan dcngan cara : 

a. rnerryuatrn clan melaksanakan kebijakan tentang pembinaan 
pclaku tekn is bsmgtrnart; 

b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan penyelenggaraan 
bangunan; 

c. melaksanakan pclatihari, birnbingan Leknis dan penyuluhan; dan 
d. melaksanakan penguwut)rn1 terhadap pemegang IPTD daJam 

penyclcnggaraari bangunan. 

(2) Pernbinaan scbagaimana dimaksud pada :-1yal (1) dilakaanakan 
oleh Dinas bersama Asosiasi Prof t:8i. 

Pasal 20 
( l) Pernegang IPTB bcrtanggungjawab terhadap hasil pekerjuunnyu 

sesuai kode etik profesi dan pcraturan pcruridang-tmdangan. 

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayut (1) 
dilandasi prinsip pr-in sip kenb lirm sesuai kaidah keilmuan, 
kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam mcnjalankan profcainya 
dcngan tetap mengutamakan kepF:ntinp:::in i rrrmrn. 

Pasal 19 

Dalam pelaksanaan pekerjaan penyelenggaraan bangunan, setiap 
Pemegang TP'T'B dilarang : 

a. memindahtangankan Jl-'JH kepH.dfJ. pihak loin dengan cara clan dalam 
bcriruk HpHpun; rlan 

c. melaporkan seluruh penggunaan IPTD kepada Kcpala Dinas scoara 
pcriodik; dart 

d. mcmatuhi kode etik profesi. 

pentndang-undangan a. mematuhi ketentuan peraturan 
pcnvelenggaraan bangunan ynng berlaku: 

h. mematuhi kctcntuan pcdornan dan standar tekrris perryelenggurann 
bangunan yang berlaku; 

BAB VI 
KEWA.JIBAN1 LARANGAN DAN TANGGUNG .JAWAR 

Pasal 18 
Dalarn pefakearraan pekerjaan penvelenggaraan bangunan, setiap 
Pemegang IPTD wajib : 

Pasul 17 
Tenaga ahli warga negara a.sing aebagnimaria dimuks'ud padn 

Pa.saf l S ha rua bcr m itra kcrja dengan tenaga ah li na aio na l 
pemegang IPTB dan har-us mernpertanggungiawabkan hasil 
kerja/karyanya secara bersarna. 

pekerjaan la po ran b. menyampaikan data, informasi dan 
penyelenggaraan bangunan yang tidak benar, 



Pasal 24 
(1) Sanksi rh1gJ.-J.n sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bcrupa 

peringa tan. 

BAB VIII 
SANKS! ADMINTSTRATIF 

Pasal 23 

(1) Perencana, dircksi pcngawas dan pengkaji teknis bangunan 
pemcgang IPTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dirnakaud 
dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi adminiatrutif sebagai 
bcrikut : 
a. sanksi ringan: 
h. sankai scdana; dan 
c, sanksi berat, 

(2) Sanksi administratif sebagainrana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan secara berjenjang. 

bangunan; 
d. rnenginput clan memutakhirkan cfal . ..i l1;i~il µt:manlauan. dan 

pcngumpulan c.h1 I r1; 

e. menyediakan sarana dan pr'aaararia yang diperlukan dnlam 
kegiatan inventariaasi; dan 

f. mengevaluasi data basil inventarisasi. 

(4) Hasil kcgiatan inventarisasi dan eva luaai sebagaimana dimaksud 
pad.i .iYii t. (3) dimanfaatkan oleh Dmas untuk : 
a. rnenyusun rencana program pembinaan terhadap pernegang JPTB 

yang bcrkclanjutan; 
b. mcmberikan pertimbangan pengcnaan aankai terhadap pemegang 

lPfB yang mclakukan pelanggaran; dan 

c, mernberikun surrrn , pertimbangan dan perrilaja n tcrhadap hal-hal 
lain sehubungan dt:ngi:I n pcnyelenggaraan IPTU. 

(5) Tcrhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
disarnpaikan kepada Asosiasi Profesi sesuai dcngan bidangnya. 

P;.1s;.1 I :~2 

(1) Pengawasan tcrhadap pemegang IPTU <la1a1n pcnyclcnggaraan 
bangunan dilakukan mclalui inverrtartaaai chm eva lunsi. 

(2) Inventarisasi dan Evaluasi ter'hadap kegiatan pemegang lPTB dalam 
penycknggaraan bang1.n-,~n cl1lr.kt1knn oleh Dinnn Rl":C;nrn periodik. 

(3) Kcgiatan lnvcnterisesi don evnh 1m;; K~h:1~:~imamt diruakaud pada avat 
(2) dilakukan dengfl.n earn nntnra lain : 

a. rr11_:r1ym-nrn meknnisme kegiatan inventarisasi: 

database sis tern mcmelihara b. mengembangkan dar, 
penyelenggaraan IPTB; 

c. mclakukan pemantauan dan pengumpulan data penggunaan IPTB 
dan data kcgiatan pemegang UTfA dalam penyelcnggaraan 



BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal30 
Pada saat Pere rurnn Wal1kota ini rnulai bcrlaku : 

u. kewajiban rncmpunyai TPTR bagi pcrcncana dan peruncang 
bangunan gedung diberlakukan 6 (enam ) bulan 8etelah Peratunu1 
Walikota ini diundangkan. 

Pasal29 

J JYl'B yang telah dicabut dapat diberikan kern ha li setelah mcndapat 
rekornendasi dari Asosiasi Profesi aeaua i bidang keahliannyu setelah 3 
(tiga) tahun sejak pencabutan, 

Paxal 28 

Sanksi berat yang dikcnakan kepada pemegang lPTB yang 
mclakukan kclalaian schingga mcnimbutkan kegngalan bangunan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 HYHI. (2) Fu rrt rf h~ dibcrikan 
sctelah tcrbukti bcrsalah berdasarkan hasil penilaian dan penet .. 'lp:111 

Tim Ahli Bangunan Gedung. 

Pasal 2'1 

Pemegang IPTB yang melanggar ketentuan f.~haguirnunu dimuksud 
dalarn PH::1HJ 19 dikcnakan sanksi pencabutan. IPTB. 

Pasal26 

(1) Sariksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c berupa 
pencabutan TPTB. 

(2) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada aval, (1) dikeriakan pada 
p~mesHng TPiB yang melakukan peJw).88arHn berupa : 

a. pengulangan pelanggaran dalam satu periode jangka waktu masa 
berlakunya JPTB; dan 

b. melakukan kelalaian sehingga menimbulkan kegagalan b-mgunan. 

Pasal 25 

(1) Sanks! scdiing scbagairnaria dimaksud dttlttm Pa:'!l~l 23 huruf b 
l n-r u pn p~mbekuan IPTB. 

(2) Pernbekuun IPTB sebagatrnana dimakud pada ayat ( l) d iken akun 
selama 1 [satu] t.a h u n jangku waktu pada pcriodt: berlakunya 
lPTH dalarn bidang pekeriean sejenis yang dipcrtanggungjawabkan 
oleh pernegang I l-'TH. 

(3)IPTB yang dibe ku kan dapat diberlakukan kembali sctclah masa 
pcmbekuan berakhir dan mendapat rekorneridaai dari asoaiaai 
profesi, 

(4)Terhedap pcmcgang IPTB yang pernah dibekukan dan ma aih 
mc la k u ka n pr.langgan.u1. yang sama d1:1Jan1 ::-ciil.u pcriode jangka 
waktu masa berlakunya IPTB. dik~n;.::ik.:tn KankK1 b~rnt. 

(2) Terhadap pemegang TPTB dalam satu pcriod« maxa berlaku 1PTB 
mendapat sunksi peringatan scbagairnana dimaksud p;=tda ayat (1) 
rlnn rna si h melakukan pclanggaran sejenis, dikenakan R:=mksi sedang, 

• 
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BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 31 
Peraturan W alikota ini mulai berluku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kuta Semarang. 

Dltetapkan di Semarang 
pada tanggal 1 1 r,1 '-l{. 'l(J ! ~ 

b. kewajiban melampirkan fotocopi IPTB pada permohonan IMB bagi 
yang dlperayura l.kari, diberlakukan 1 (sctu) tahun scjak Peraturan 
Walikora ini diundangkan. 

.. 


